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ABSTRAK

IMPLEMENTAS KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITASPELAYANAN REJE
KAMPUNG BAGI MASYARAKAT KAMPUNG
NUNANG ANTARA KECAMATAN
BEBESEN KABUPATEN
ACEH TENGAH

RAHENDRA SALAM
1303100136

Pemerintahan kampung merupakan penyelenggara pemerintahan yang
dijalankan oleh unsur sarak opat dan pemerintahan kampung dalam mengatur,
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati di dalan sistem pemerintahan NKRI di
kabupaten Aceh Tengah. Sarak opat adalah suatu istilah dalam persigpan keputusan
yang meliputi empat unsur yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, Rakyat Genap
Mupakat. Dengan adanya 4 unsur pemerintahan maka pelaksanaan pemerintahan
kampung dapat berjaan efektif dan efesien serta profesional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan
Qanun Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung Dalan Rangka
Meningatkan Profesionadlitas Pelayanan Reje Kampung Bagi Masyarakat Kampung
Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis
kualitatif yaitu data yang di analisis dengan teknik diskriptif yang menggambarkan
kenyataan atau kejadian agpa adanya di lapangan yang sesuai dengan hasil sebenarnya.
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
wawancara

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan
Qanun Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung Dalan Rangka
Meningkatkan Profesionalitas Pelayanan Reje Kampung Bagi Masyarakat sudah
terlaksana dengan adanya tugas, fungsi, perubahan keputusan program — program dan
penganturan sarana prasarana penunjang pemerintah. Agar terlaksananya
profesionalitas pelayan reje kampung, kordinasi antara unsur sarak opat dan
masyarakat belum begitu maksimal dalam penyelenggaraanya dikarenakan kurangnya
sumber daya manusia
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menegaskan
bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahtraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsp demokras,
pemerataan,keadilan,dan keahsahan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Desa dimaknai sebaga kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah,
kepentingan masyarakat setempat bedasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan
ha tradisional yang di akui dan atau di bentuk dalam sistem pemerintah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Di kehidupan ini masyarakat mengalami banyak perubahan sebaga akibat
dari kemagjuan yang telah dicapa dalam proses pembangunan sebelumnya dan
kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat
dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat kearah
yang semakin kritis. Hal itu di mungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat
semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibanya sebagai warga. Kondisi

masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi



sebagai tuntunan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan merekaterutama dalam
mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Dalam kaitan itu
(Rasyid 1997:11) mengemukakan bahwa : pemerintah modern, dengan katalain, pada
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan

untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat.

Pelayanan pemerintah sebaga proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas
orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagi
aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisas bisnis, seperti telah berkembang
luas pada tatanan organisasi pemerintah. Hal ini di sebabkan oleh perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi globa yang sangat

ketat.

Daam penergpan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pemerintahan
Kampung, pemerintah Kampung di jalankan oleh Reje (kepala desa) dan perangkat
kampung. Perangkat kampung bertugas membantu Reje (kepala desa) daam
melaksakan tugas dan kewenagannya terdiri dari Banta (seketaris) dan perangkat
kampung lain. Saat ini Reje (kepala desa) dan perangkat kampung di nilai masih
belum bisa maksma dalan memberikan profesionalitas pelayanan terhadgp
masyakat. Dalam pembuatan surat-surat keterangan yang di perlukan masyakat
terkadang menimbulkan antrian karena sarana komputer di Kantor Reje hanya 1
(satu) unit. Dan mutu pelayanan belum memadainyaiaah sarana dan prasaranalainya

yang menunjang pemerintah kampung.



Sarana dan prasarana yang belum memadai adalah bangunan, belum adanya
bangunan pondok bersain (polindes),selama ini seperti pos pelayanan pada
(posyandu) masih menggunakan bangunan kantor pemerintah kampung, kendaraan
dinas reje (sepeda motor) yang di anggap sudah tidak layak, balai taman pendidikan
Al-quran (TPA) masih menggunakan bangunan masjid, dan satu lagi menjadi
masalah belum meratanya pembangunan jalan seperti yang diharapakan masyarkat.
Kaena sarana dan prasarana sangat erat katanya dengan kualitas kerja
pegawai,seharusnya kurangnya sarana-prasarana seperti ini tidak perlu terjadi
mengingat wilayah strategis Kampung Nunang Antara termasuk wilayah perkotaan,

yang letaknyatidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.

Pemerintah Kampung merupakan subsistem dari sistem penyelanggaraan
pemerintahan, sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran aparatur pemerintah kampung sangat
diharapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai Qanun
Nomor 4 Tahun 2011, yakni Pemerintah Kampung diberikan kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang di pimpin oleh Reje kampung (kepala desa).
Daam lingkungan pemerintahan kampung, rge dan perangkat kampung sebagai
pel akasana tugas pemerintah di kampung diharapakan dapat melaksanakan tugas dan

fungs pemerintah kampung dengan baik demi terciptanya kesejahtraan dan



pembangunan. Pengaturan mengenal sebutan desa menjadi kampung serta kecamatan

di atur dalam Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung.

Bedasarkan latar bekang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul :

“Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan
kampung dalam rangka meningkatkan Profesionalitas pelayanan Reje
Kampung bagi masyarakat kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen

Kabupaten Aceh Tengah”

B. Rumusan masalah

Agar dapat mengatahui arah batasan penelitian serta meletakan pokok yang
akan dikgji dalam suatu penelitian,maka dari indefikasi masaah dapat dirumuskan

masalahnya sebagai berikut :

“Bagamana implementass Qanun Nomor 4 Tahun 2011 dalam rangka
meningkatkan propesionditas pelayanan Reje Kampung bagi masyakat Kampung

Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?’



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setigp peneltian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas,tanpa adanya
tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan akan tidak mencapa sasaran

sebagaimanayang di harapkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagal berikut :

Untuk mengetahui tentang Implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2011 dalam
rangka meningkatkan profesionditas pelayanan Reje Kampung bagi masyarakat

Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapakan dapat memberikan manfaat dan
kegunaan, baik secarateoritis maupun secara praktis :

a Secarateoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan informasi, guna
mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana implementasi Qanun Nomor 4 tahun

2011 dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi bagi masyarakat.

b. Secarapraktis



Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagal bahan atau dasar pengambilan
keputusan/kebijakan bagi Sarak Opat dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat
melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka di buat

sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

Berisakan tentang Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang,
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika

Penulisan.

BAB Il : URAIAN TEORITIS

Berisikan tentang Pengertian Kebijakan, dan Kebijakan Publik, Pengertian
Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementas Kebijakan Publik, Faktor-
faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian
Pelayanan Publik, Pengertian Pelayanan Proposionditas, Pengertian
Pemerintahan Kampung, Pengertian Masyarakat, Pengertian Sarana dan

Prasaran, Pengertian Qanun/Perda



BAB Il : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Beriskan Tentang Jenis Peneltian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep,
Kategorisasi, Key Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data,

Lokas Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN

BABV : PENUTUP

Terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB ||

URAIAN TEORITIS

Teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau
mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang akan diteliti dari satu atau
beberapa factor tertentu dalam masyarakat, gejaa-gejala yang timbul di masyarakat
itulah yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang harus segera dicari
penyelesaian. Penyelesaian haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
berdasarkan ha tersebut diatas dan didasarkan pada obyek penelitian yang akan
diteliti maka penditi menyimpulkan bahwa kerangka teoritis yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Pengertian | mplementasi

Menurut Susilo (2007:174) Implementasi merupakan suatu penerapan ide,
konsep, kebijakan, atau inovasi dadam suatu tindakan praktis sehingga memberikan

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Susilo (2007:174) menjelaskan bahwa implementas merupakan suatu
tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa berubahan pengetahuan,

keterampilan, maupun nilai dan sikap.



Menurut Grindle (1998:7) implementasi merupakan proses umum tindakan
administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses
implementasi baru akan di mulai gpabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program
kegiatan telah tersusunan dan dana telah sigp dan telah di salurkan untuk mencapai

Sasasaran.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut
perilaku badan administrasi yang bertanggub jawab untuk melakasanakan program
dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut
jaringan kekuatan — kekuatan politik, ekonomi dan sosiad yang langsung atau tidak
langsung dapat mempengaruhi pelaku dari semua pihak yang terlibat pada ahirnya

berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun yang positif.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi
adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan suatu
kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelakasanaan aneka ragaman
program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Ini adalah suatu aspek proses

kebijakan, yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.
B. Pengertian | mplementasi K ebijakan Publik

Winarno (2002:101) Implementasi kebijakan merupakan aat admistrasi

hukuum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja
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bersama — sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang

di inginkan

Tangkilisan (2003:1) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik
adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan
seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legeslatif, pengeluaran sebuah
peraturan eksekutif, pelulusan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan
dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi bebergpa aspek

kehidupannya

Islamy (2002:102) kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan
perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, atau sejenis
dengan memerlukan implementasi untuk menampilkan hasil. Masalah implementasi
kebijakan tersebut tidak terbatas pada perwujudan secara rill kebijakan tersebut juga
mempunyai kaitan dengan konsekuens atau dampak yang akan nampak pada

pel aksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Solihin (1991:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek
penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijkan bukan hanya
sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik
ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari
itu, ini menyangkut masalah konflik keputusan dari sigpa dan memperoleh gpa dari

satu kebijakan.
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Dwijowijoto (2004:158) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara
agar sebuah kebijakan dapat menjadi tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada,
yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui

formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Edwards (1980:177) mengatakan implementasi kebijakan publik adalah salah
satu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-
konsekuens kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan
tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari
kebijakan maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun
kebijakan itu diimplementasikan dengan bak, mungkin juga akan mengalami
kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan bak oleh para

pel aksana kebijakan.

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai kebijakan tidak lebih dan tidak kurang. Tahgpan — tahapan
implementasi  kebijkan meliputi masdah gpa yang menjadi masalah publik yang
perlu di pecahkan agar dgpat dilaksanakan oleh unit — unit tertentu Untuk
mengi mplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu
langsung mengimplementasikan kebijakan atau turunan dari kebijakan publik

tersebut.
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C. Faktor-Faktor Yang Mempengar uhi Impementasi K ebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan
oleh adanya perubshan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam

kesepakatan bersama untuk mencapai gpayang menjadi tujuan bersama

Menurut Edward (1980:178) mengindifikasikan 4 faktor yang mempengaruhi

baik langsung maupun tidak lansung dalam mengimplementas kan kebijakan publik:

a Communication (komunikasi). Daam pengimplementaskan di
perlukanya komonikas baik antara sesama pemuat kebijakan maupun
yang di tujukan kebijakan.

b. Resources (sumber daya). Implementasi kebijakan tidak akan
terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya
balk yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan
fasilitas.

c. Disposition (sikap implementor). Implementas akan terlakasana
dengan baik jika pengimplementasikanya bersikap baik atau sungguh-
sungguh dan penuh rasatanggung jawab dalam pelaksanaanya

d. Bireucratis (struktur birokrasi). Meskipun sumber daya telah tersedia,
implementor sudah tau apa yang harus di lakasanakan masi di
hadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan

implementasi kebijakan.



13

Dari kesimpulan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi
kebijakan adalah proses untuk memberlakukan hak berbentuk undang-undang

peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah di tetgpkan.

D. Pengertian Kebijakan

Kebijakan pada umumnya di anggab sebaga pedoman untuk bertindak atau
saluran untuk berfikir. Dibuat suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu
tindakan untuk mencapai suatu tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian

tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus di ikuti.

Menurut Napitulu (2007:2) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian
kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi

meraka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri-sendiri.

Imron(2002:12) mengatakan, bahwa Kebijakan adalah sesuatu ketentuan
pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang
karna adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang

berarti kebijakan adalah suatu kearipan pimpinan kepada bawahan atau masyarakat.

Sementara menurut Friedrich (2007:20) bahwa kebijakan adalah sebagai suatu
arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu yang memeberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap
kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka

mencapal suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan
tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujan dan cita-cita yang
diinginkan. Selain itu, kebijkan juga merupkan serangkaian pilihan yang mempunyai

hubungan satu samalain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak terbuat.

E. Pengertian K ebijakan publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan.
Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapa masyarakat yang adil makmur dan
sejahtera bedaskan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan public adalah seluruh
prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijkan

publik adalah hal-hal yang di putuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan.

Menurut Wiliam dun (2003:10) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian
kegiatan yang sedikit banyaknya berhubungan berserta konsekuensi-konsekuensinya

bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai sesuatu keputusan tersendiri

Sementara Anderson (2002:29) mengatakan kebijkakan publik adalah jika kita
mengetahui sesuatu tentang fakta-fakta yang membantu dalam bentuk kebijakan
publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul,
sementara kita dapat memberikan sesuatu yang bersifat mengena bagaimana
individu-individu, kelompok-kelompok atau pemerintah-pemerintah dapat bertindak
untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan merekamaka kita layak memberikan hal-hal

tersebut dan tidak layak untuk berdiamdiri.
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Selain itu Subarsono (2005:17) mengatakan kebijkan publik adalah kebijkan

yang tetapkan oleh badan dan aparat pemerintahan.

Jika melihat defenisi di atas , maka dapat di simpulkan bahwa kebijakan

publik ialah :

a Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oeh pemilik wewenang
(pemerintah)

b. Berorentetas pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara
matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang di timbulkan.

c. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk

siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana.

Kebijakan selain dibuat tersendiri oleh lembaga Legedlatif maupun Eksekutif,
ada juga kebijkan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat
dalam bentuk kerja sama antar Legislatif dan Esekutif. Di Indonesia produk kebijakan
publik yang buat oleh kerja sama kedua lembaga ini adalah Undang-Undang ditingkat
provens dan Kabupaten/Kota. Selain itu, kebijakan publik adaah jalan mencapai
tujuan bersama yang dicita-citakan. Tujuan bangsa Indonesia adalah mencapai
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka

kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut.
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Dengan kata lain kebijakan publik adalah ha-hal yang di putuskan pemerintah untuk

dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

F. Pengertian Qanun (Perda)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pmerintahan Aceh,
Qanun adadah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang
mengatur penyel enggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarkat di Provensi Aceh.

Qanun Kabupaten ialah Praturan Perundang-undangan sejenis Peraturan
Daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan
masyarakat Kabupaten.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Praturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan
Daerah (perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama K epala Daerah.

G. Pengertian Pemerintah Kampung

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011, pemerintah
kampung adal ah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh sarak opat dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempa berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara
kesatuan Republik Indonesia. Sarak opat ialah empat unsur atau potens masyarakat
secara terpadu yang terdiri dari Reje,imem,petue dan rakyat gengp mupakat dalam

suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat martabat kampungnya
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Desa atau yang disebut kampung adaah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayang yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asa-usul dan adat setembat yang diakui dan

hormati sebaga keistimewahan Aceh daam sissem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesiayang di pimpin oleh Reje.

Defenisi dari unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung yakni sarak opat

dan perangkat kampung ialah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Reje (kepaadesa)

Reje adalah kepaa pemerintahan kampung
Imam kampung

Imam kampung adalah unsur sarak opat yang mempunyai
tugas muperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan
keagamaan, peningkatan kepribadian, peningkatan pendidikan agama
dalam masyarakat.
Petue

Petue adalah unsur sarak opat yang mempunyai fungsi musidik
sasat dengan tugas melakukan penelitian segala aspek kehidupan
masyarakat.
Rakyat genap mupakat (RGM)

Rakyat gengp mupakat adalah unsur sarak opat yang
anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyakat setempat yang

terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda
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dan perempuan pemuka adat dan cendikiawan yang ada dikampung
yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat ganun
kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyakat setempat
serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaran
pemerintah kampung

Banta (seketaris)

Perangkat kampung yang memimpin seketariat kampung yang
mempunyal tugas membantu Reje dadam melaksanakan tugas
penyelenggaran pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana
serta memberikan pelayanan administratif.

Kedudukan, tugas, fungsi serta kewenangan pemerintah
kampung addah :
aKedudukan

kampung merupakan organisas terendah yang berada
dibawah kecamatan dalam struktur organisasi pemerintahan
kabupaten.
b. Tugas
pemerintah kampung mempunya tugas menyelenggarakan
pemerintéhan  secara  otonom, melaksakan  pembangunan,
melestarikan adat dan adat setiadat, memanfaatkan sumber daya

alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahtraan masyarakat
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dan meningkatkan kualitas syariat islam serta memelihara

kehormatan wilayah dan warganya.

c. Fungs

untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam pasd 12,

kampung mempunyai fungsi :

1.

Menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan
asas otonomi, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi
dan tugas pembantuan (madebewind) serta segala urusan

pemerintah lainnya yang berada dikampung.

. pelaksanaan pembangunan untuk meingkatkan kesejahtraan

kehidupan berdemokrasi secara berkeadilah di kampung.

. Peningkatan kualitas syariat islam.

. Pembinaan dan fasilitasi dibidang pendidikan, peradaban,

sosia budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat,
perlindungan hak hak dasar masyarakat, ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
. Pelestarian adat dan adat istiadat di kampung.

. Penyelesaian persengketaan dalam ha adanya pelanggaran

gyariat islam, perkara adat dan tindak pindana ringan.

d. Kewenangan

kewenangan kampung mencakup :
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1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
kampung dan ketentuan adat dan adat istiadat

2. Kewenangan kabupaten yang di serahkan pengaturannya
kepada kampung.

3. Tugas pembangunan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan
pemerintah kabupaten.

4. Kewenangan lainnya oleh praturan perundang-undangan
yang di serahkan kepada kampung.

H. Pengertian pelayanan profesionalitas

Pelayanan profesionalitas merupakan suatu hal yang sangat penting untuk
dilakukan untuk memberikan pelayanan dalam suatu organisasi. Dalam penergpan
pelayanan profesionalitas perlu di perhatikan had-ha yang mendukung penerepan
pelayanan profesionalitas di dalam suatu organisasi. Pada hakikatnya pelayanan
profesionalitas dapat diartikan sebagai suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi
hargpan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan profesionalitas
merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standart kualitas dan pelayanan yang
sesuai dengan haragpan dan kepuasan pel anggan/masyarakat.

Pelayanan profesionalitas menurut S.pamuaji (2000:57) sebagai perangkat
atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan

standar kerjayang diinginkan.
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Menurut Dwijowijoto (2004:157) pelayanan profesionalitas yaitu, “Paham
atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan
pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai
profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik”.

Siagian (2001:163) pelayanan profesionalitas adalah “Keandaan dan keahlian
dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat,
cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.”

Sedarmayanti (2004:157) mengungkapkan bahwa “Pelayanan profesionalitas
adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan
keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu
pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan”.

Pelayanan profesionalitas aparatur dalam hubungannya dengan organisasi
publik menurut Atmosoeprapto (2000:79) digambarkan sebagai, “Bentuk kemampuan
untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan
pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesua dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah resposivitas’.

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan Propesioanlitas
adalah kecocokan (fitness) antara  kemampuan yang dimiliki oleh
birokras (bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas(ask - requirement)
Dan memberikan pelayanan profesioanditas sebagai individu yang bekerja sesuai

dengan standar morda dan etika kepada yang mebututuhkannya.
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|. Pengertian Masyarakat

Menurut Wikipedia masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society
yang berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah dari masyarakat
berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan perpartisipasi).
Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah
ialah sdling berintraksi. Suatu kesatuan manusia dgpat mempunyai prasaran melalui
warga-warganya dapat saling berintraksi. Biasanya anggota masyarakat menghuni
suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayan-kebudayan dan lembaga-
lembaga yang kirakira sama. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil,
misalanya, masyarakat kelompok etnis Gayo di Aceh Tengah, atau suatu masyarakat
yang lebih luas nation state seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat seperti
ini masyarakat berintraksi satu sama lain karna faktor budaya dan faktor agama,

dan/atau etnis.

Semua ilmu sosid mempelgari manusia sebagai anggota kelompok.
Timbulnya kelompok-kelompok itu adalah karna dua sifat manusia yang bertentangan
satu sama lain, di satu pihak ingin kerja sama, di pihak lain ia cendrung untuk
bersaing dengan sesame manusia. Manusia mempunyai naluri (instinict) untuk hidup
bersama orang lain secara harmonis. Setigp manusia mempunyai kebutuhan fisik
maupun maupun mental yang sukar dipenuhinya seorang diri, maka ia berkerja sama
untuk mencapa beberapa nilai (value). la perlu makan, minum, berkeluarga dan

bergerak secara aman, dan sebagiannya. Untuk memenuhi dan keperluan-keperluan
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dan kepentingan-kepentingan itu ia mengadakan hubungan dan berintraksi dengan
orang lain dengan jalan mengorganisir bermacam-macam kebutuhan manusia.
Misalnya, untuk mengajar kepentingan di bidang ekonomi didirikan asosiasi ekonomi
seperti koperasi, perkumpulan perdagangan, perkumpulan dan nelayan sebagainya.
Untuk memenuhi kebutuhan di bidang spiritual diadakan perkumpulan agama,
perkumpulan kebatinan dan sebagianya, untuk memenuhi kebutuhan menambah

pengetahuan didirikan sekolah-sekolah, kursus-kursun dan sebagainya.

Menurut Razak (2007:142) masyarakat adalah kelompok manusia yang saling
berhubungan, saling mempengaruhi, mempunyai norma-norma, memiliki indetitas
yang sama, dan memiliki wilayah. Masyarakat bisa mengikuti lingkup yang besar,
seperti masyarakat Indonesia, masyarakat Arab. Sedangkan dalam lingkup sempit,

masyarakat dapat di temukan di desa, kota atau suku tertentu.

Menurut Siagian (2001:60) masyarakat dalah setigp orang pada umumnya
terutama masyarakat yang “rentan’’ terhadap peraturan tersebut, setigp orang atau

lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

Menurut para ahli , salah satunya Hoxley, masyarakat adalah orang yang
hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak

mempunyai kebudayaan, sebaliknyatidak ada kebudayaan tanpa masyarakat.

Menurut Dedi mulyanto (2011:22) masyarakat adalah suatu sistem hubungan-

hubungan yang ditata (society means a system of ondered relations).
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Dari difinis di atas dapat dismpulkan masyarakat adalah kesatuan hidup
manusia yang saliing berintraksi atau saling berhubungan menurut suatu sistem adat
istiadat tertentu yang bersifat continue, dan yang terkait oleh suatu rasa indetitas

bersama, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua
orang.

b. Bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai hidup bersama itu, timbul
sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan
antar manusia

c. Sadar bahwa meraka adalah merupakan satu kesatuan.

d. Merupakan suatu sisitem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama
menimbulkan kebudyaan karena mereka merasa dirinya terkait satu
dengan lainnya. (Soekanto,Suerjono, Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

J. pengertian sarana dan prasarana

Menurut ketentuan umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
(permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan pembelgaran
yang dapat pindah-pindah, sedangkan prasarana addah fasilitas dasar untuk
menjaankan fungsi sekolah/madrasah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang
kelas, megja, kursi serta aat-alat media pembelgaran. Sedangkan yang termasuk
prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah dan

lain-lain.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:999,893). Sarana adalah
segala sesuatu yang dapat dipakai sebagal alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
Sedengkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usahapembangunan,proyek). Untuk lebih mudah
membedakan keduanya. Sarana ditunjuakan untuk benda-benda yang bergerak seperti
komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasna lebih ditujukan untuk benda-benda

yang tidak bergerak seperti gedung.
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BAB |11

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltian
kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkgian data deskriktif yang akan

dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Moleong dan Taylor (2000:3) “Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur
penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan prilaku yang diamati”.

Tujuannya untuk menjelaskan obyek yang relevan dengan fenomena yang
diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena masaah yang ada, oleh karna itu
penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondis dan
situasi untuk memperoleh pengetahuan.

B. Teknik Pengumpulan Data
a. Dataprimer
Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah atau
pemabahasan. Sebagali sumber-sumber dasar yang terdiri dari bukti-bukti atau
saks utama dari kejadian (Fenomena) objek yang diteliti dan ggjdagejaa
yang terjadi dilapangan. Yaitu diperoleh dari hasil wawancara langsung dari

sumber asli (tanpa prantara). Teknik penarikan informan dengan berbagai
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penilayaan tertentu yang menurut peneliti di anggab layak untuk dijadikan
sebagal sumber informasi/narasumber. Sebagai nara sumber dalam hal ini
adalah Regle Kampung Nunang Antara, Imem kampung Nunang Antara, Petue
Kampung Nunang Antara, Rakyat Genap Mupakat Kampung Nunang Antara,
dan beberapa anggota masyarakat Kampung Nunang Antara sebaga penerima
pelayanan proposional.

b. Datasekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah
diteliti dan di kumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masaah
penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan studi keputusan
lainnya.

C. Defenisi Konsep

a. Implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan
sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan
aneka ragaman program yang dimaksudkan daam sesuatu kebijkan. Ini
adalah suatu aspek proses kebijakan, yang amat sulit untuk menentukan hasil
dari kebijakan tertentu.

b. Implementasi kebijakan publik adaah cara agar sebuah kebijkan dapat
mencapal  kebijakannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang
ada yaitu langsung mengimplementasikan kebijakan atau turunan dari

kebijakan publik tersebut.
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. Kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk
mencapa tujuan dan citacita yang diinginkan. Selain itu, kebijkan juga
merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain,
termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.

. Kebijakan publik adalah ha-ha yang diputuskan pemerintah untuk di
kerjakan dan hal-ha yang diputuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan.

. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan dan kehidupan
masyarkat di Provensi Aceh.

Pemerintahan kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan
di hormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pelayanan proposionalitas adalah pelayanan yang terbaik dan berkualitas yang
diberikan pemerintah atau organisasi kepada pelanggan atau masyarakat guna
terwujudnya kepuasaan.

. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh instans pemerintah di pusat, di daerah, dan di
ingkungan badan usaha, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat

maupun dalam rangka pel aksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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i. Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti
satu cara hidup tertentu.

J. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebaga alat
daam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana idah segaa

sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses.

D. Katagorisas

Katagorisas adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran,
intitusi, atau keteria tertentu. Kategorisas menunjukan bagaimana caranya mengatur
suatu variabel peneltian sehingga diketahui dengan jelas gpa yang menjadi kategori

eneltian pendukung untuk analisis, dari variabel tersebut.
Kategorisas dalam penelitian ini adalah :

a. Adanyatujuan tertentu yang di ikuti atau di laksanakan.

b. Adanya perubahan keputusan yang mengarah ke masyarakat.

Adanya prosedur kerja untuk melaksanakan satu kebijkan.

o

d. Adanya program-program kebijakan profesionalitas pelayanan.

E. Kerangka Konsep

Menurut Namawi (1995:43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai
perkiraan teoritis yang akan dicapa setelah dianalisis secara seksama berdasarkan

perseps yang di miliki.
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Gambaran diatas menunjukan bahwa adanya pelaksanaan peningkatan
pelayanan publik yang dilakukan pemerintahan Reje Kampung dalam Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Proposional yang diberikan kepada masyarakat dimana hasl
penelitian akan dideskripsikan atau dijel askan.

F. Teknik Analisis Data

Andlisis data menurut Moelong (2006:239) adalah proses mengatur urutan
data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola katagorisasi dan satuan uraian dasar.

Daam penelitianini,

Teknik penelitian yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif, yaitu data
yang di peroleh melaui pengumpulan data kemudian akan di interprestasikan sesuai
dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil

wawancarayang di uraikan secara deskriptif.

G. Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah
a) 2 (dua) orang dari unsur Sarak Opat dan Perangkat kampung
@ Bapak Sutarman selaku Reje (kepala desa) Kampung Nunang Antara
@ Bapak Hasmadi selaku banta (seketaris) Kampung Nunang Antara
b) 4 (empat) orang dari masyarakat penerima pelayananan
@ lbu Heny MariaSE (masyarakat)

@ Bapak Agusfian (masyarakat)
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@ lbu Sumarni Spd (masyarakat)
@ Bapak Arifin SKes (masyarakat)

H. Lokas dan waktu Pendlitian

Peneltian ini dilakukan padan 08.00 wib di kantor Rege Kampung Nunang
Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. JL. Telege , Takengon,

Kabupaten Aceh Tengah, Aceh.

|. Deskripsi Lokas Penelitian

1. Gambaran umum K abupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah adalah sdah satu kabupaten di Provinsi Aceh,
Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon , sebuah kota kecil berhawa sgjuk yang
berada di salah satu bagian punggung peggunungan Bukit Barisan yang membentang
sepanjang Pulau Sumatera yang berkordinat 4'22'14,42"-4'42'40,8" LU dan
96’'15'23,6"-96'22'10,76” BT yang memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan
dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireun , sebelah selatan berbatasan
dengan Kabupaten Gayo L ues, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan
Kabupaten Nagan Raya, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.
Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-
suku lainya, seperti suku Aceh, suku Jawa, suku Minang, suku Batak. 99 persen

masyarakat Aceh Tengah beragamaislam.
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Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus
1945, sebutan berganti menjadi wilayah yang kemudian berubah lagi menjadi
kabupaten. Aceh Tengah terdiri berdiri sebagai satuan administrasif pada tanggal 14
April 1948 berdasarkan oendang-oendang Nomor 10 Tahoen 1948 dan dikukuhkan
kembali sebagai sebuah kabupaten pada tangga 14 November 1956 melalui Undang-
Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956. Wilayahnya meliputi 3 kawedanan, yaitu

Kewedanan Takengon, Kewedanan Gayo L ues, dan Kewedanan Tanah Alas.

Sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, akhirnya pada tahun
1974 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah melalui
Undang-unndang Nomor 4 Tahun 1974. Kemudian pada 7 Januari 2004, Kabupaten
Aceh Tengah kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener
Meriah dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetep
beribu kota di Takengon, sementara Kabupaten Bener Meriah beribu kota Simpang

Tiga Redelong.

2. Gambaran umum Kantor Reje Kampung Nunang Antara

a. Vis

Terwujudnya kemakmuran dan kesejahtraan  masyarakat Kampung Nunang

Antara
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b. Mis

1) Melanjutkan peningkatan kualitas syariat islam

2) Meanjutkan pemantapan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan.

3) Melanjutkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan

infrastruktur lainnya.

c. Kedudukan

Kampung merupakan organisas pemerintahan terendah yang berada dibawah

kecamatan dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten.

d. tugas

Pemerintah kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan
secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan istiadat,
memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahtraan
masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat 1slam serta memelihara

kehormatan wilayah dan warganya.
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e. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, kampung

mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi,
asas desentralisas maupun asas dekonsentras dan tugas pembantuan
(madebewind) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di
kampung.

2. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahtraan dan kehidupan
berdemokrasi secara berkeadilan dikampung.

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam.

4. Pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradapan,
sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-
hak dasar masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

5. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

6. Pelestarian adat dan istiadat di kampung.

7. Penyelesaian persengketaan dalam ha adanya pelanggaran syariat islam,
perkara adat dan tindak pidanaringan.

f. wewenang
1) Kewenangan kampung mencakup :
@ Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asd-usul kampung dan

ketentuan adat dan istiadat.
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@ Kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturanya kepada kampung.

@ Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah
Kabupaten.

@ Kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang
diserahkan kepada kampung.

2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung sebagaiman di
maksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh pemerintah kampung dan ditetapkan
dalam ganun kampung

3) Kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada kampung sebagaimana
dimaksud padaayat (1) huruf b ditetapkan dengan peraturan bupati.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung

a. Uraian tentang tugas pokok dan fungsi aparat Pemerintah Kampung

1) Reje

Reje ialah kepala pemerintah kampung yang mempunya tugas
menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan
pembinaan adat kampung berlandasan syariat islam. Daam melaksanakan tugas

sebagaiman dimaksud pada ayat (1), reje mempunya wewenang :

a) Memimpin penyelenggaran pemerintahan kampung.
b) Menggukan rancangan ganun kampung.
Cc) Menetgpkan ganun kampung yang telah menddapt persetujuan bersama

RGM.



d)

f)
9)

h)

i)
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Menyusun dan menggukan rancangan ganun kampung tentang APBK
kampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama RGM.

Menyusun RPIJM kampung dan RKP kampung melalui musyawarah
perencanaan pembangunan kampung.

Melaksanakan RPJ kampung dan RKP kampung.

Membina perekonomian kampung dan menkoordinasikan pembangunan
kampung secara partisipasif.

M emegang kekuasaan pengelolaan kekayaaan dan keuangan kampung.
Mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

M el aksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Imem Kampung

Imem kampung adalah unsur penyelenggara pemerintah kampung di bidang

keagamaan. Imem kampung mempunyai fungsi muperlu sunet, memelihara harkat,
martabat dan adat istiadat masyarakat kampung dan membantu menyelesaikan
sengketa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung, imem kampung

mempunyai tugas:

a) Menjalankan pendidikan keagamaan, pengagjian dan pelaksanaan

syariat islam
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b) Memimpin kegiatan peribadatan.

c) Menyelenggarakan selurun  kegiatan yang berkenan dengan
pemeliharaan dan kemakmuran masjid/mesrah dengan melaksanakan
shalat fardhu serta perayaan hari-hari besar islam.

d) Memberi nasehat dan pendapat berkenan dengan pelaksankan syariat
islam kepadareje baik diminta maupun tidak diminta.

e) Menyelesaikan sengketa yang timbul daam masyarakat yang
berkenan dalam pelaksanakan syariat islam bersama unsur sarak opat
lainnya.

f) Menjaga, memeliahara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak
bertentangan dengan syariat islam.

g) Memimpin pengelolaan baitul ma kampung, harta agama islam di
kampung .

h) Menjadi wali atas harta anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak
mempunyai wali.

i) Mengawas wali dari anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak
mempunyai wali.

J) Melaksanakan sinte murip dan sinte mate.

3) Petue

Petue adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung di bidang yudikatif.

Daam menyelenggarakan pemerintahan petue mempunyai fungsi :



a)

b)
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Musidik sasat sebagamana dilaksanakan dengan bentuk penyidikan dan
penelitian terhadap keadaan kampung dan masyarakat kampung untuk
disampaikan kepada reje sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil
keputusan.

Memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung
sebagaimana dilaksanakan dalam bentuk memelihara dan melestarikan adat
istiadat dan kearifan local yang diakui masyarakat kampung.

Membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana dilaksanakan dalam rangka
penyelesaian sengketa atau permesalahan yang timbul dimasyakat bersama
unsur sarak opat lainnya.

Dan dalam menyelenggarakan pemerintahan, petue juga mempunyai tugas di

antara sebagal berikut :

a)

b)

d)

Memberikan saran dan pertimbangan kepadareje baik diminta maupun tidak.
Memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ada
dalam masyarakat kepadareje untuk diputuskan.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntun atas sengketa yang
timbul dalam masyarakat yang berkenan dengan pelanggarakan syariat islam
dan adat istiadat untuk disampaikan kepda reje sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan.

Menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat.

M elaksanakan tugas lain yang diminta oleh reje.
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4) Rakyat genap mupakat (RGM)

Rakyat gengp mupakat (RGM) adaah unsur penyelenggara pemerintahan

kampung. Dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung, RGM mempunyai

fungs yaitu :

a)

b)

Legalisas sebagaimana dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan
ganun kampung dengan persetujuan reje.

Penganggaran sebagaimana dilaksanakan daam bentuk  pemberian
persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas ganun kampung tentang
APBK kampung.

Penyelesaian sengketa sebagaimana dilaksanakan dalam rangka musyawarah
penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama
unsur sarak opat.

Rakyat genap mupakat (RGM) mempunya tugas sebagal unsur

penyelenggara urusan pemerintehan kampung. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RGM mempunyal wewenang sebagai berikut :

a)

b)

d)

M engajukan dan mengubah ganun kampung bersamareje.

M elaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBK kampung dan ganun
kampung.

Membentuk panitia pemilihan reje.

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian reje kepada bupati melalui

camat sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.



41

e) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur sarak
opat lainnya.
f) Menyerap, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi

masyarakat.

5) Perangkat kampung

Perangkatan kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) bertugas
membantu reje dalan melaksanakan tugas dan kewenanganya yang terdari dari

seketariat kampung, pel asanateknis dan perangkat kewilayahan.

a) Sekertariat kampung
Seketariat kampung berpundudukan sebaga unsur staf pemerintah kampung
yang mempunya tugas membantu reje dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan
administratif yang di pimpin oleh banta. Dan dalam menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seketariat kampung mempunya fungsi
diantaranya sebagaiberikut :
@ Menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintahan kampung.
@ Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBK kampung.
@ Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolahan barang milik

kampung
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@ Menyusun rancangan ganun kampung tentang APBK kampung dan
perubahan APBK kampung
@ Menyusun rancangan keputusan reje tentang pelaksanaan APBK
kampung
@ Membantu reje dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
penghulu, lembaga adat dan lembaga kemasyakatan.
@ Memantau dan mengevauasi pelaksanaan tugas-tugas perangkat
pemerintahan kampung lainya
@ Melakukan pembinaan administras dan perangkat pemerintah
kampung lainya
@ Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh regje sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b) Pelaksanaan teknis
pelaksanaann teknis kampung dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, asal
usul, adat dan istiadat setempat yang mempunyal tugas membantu reje dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pelaksana teknis kampung sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagal berikut :
@ Biden
Harie
Pawang laut
Pawang deret

Pawang uer



43

Pengulu uten
Kejurun belang/pengulu rerak
Urusen industry dan perdagangan

Urusen budaya dan parawisata

Q 8 © 8 W8

Perangkat kewilayahan

Perangkat kewilayahan terdiri dari dusun-dusun. Dusun berkedudukan sebagai
perangkat kampung unsur kewilayahan yang di pimpin oleh penghulu yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada reje melalui banta. Uraian tugas, fungs dan
tata kerja banta, kepala urusan, pelaksana teknis dan pengulu diatur dengan paraturan

bupati.

6) Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung

Dapat dilihat dari gambar 3.1 struktur organisas kampung Nunang Antara
dibawah kedudukan sarak opat adalah setara , mereka mememiliki hubungan saling
kerja sama atau mengontrol untuk pelaksanaan tugas dibantu oleh perangkat
kampung lainnya yaitu urusan ekonomi dan pembangangunan, urusan administrasi

umum, urusan pemerintah kesara dan penghulu.



Gambar 3.1 struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN KAMPUNG NUNANG
ANTARA KECAMATAN BEBESEN
KABUPATEN ACEH TENGAH
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Birokrasi pada dasarnya melupakan aat pemerintahan yang bekerja untuk
kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dalam posisi demikian, maka tugas birokrasi
adalah meredlisasikan setigp kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pencapaian
kepentingan masyarakat. Menurut peneliti kegiatan pelayanan publik yang dilakukan
oleh Pemerintah Kampung Nunang Antara dalam penyelenggaraan pemerintahan
merupakan bentuk sebuah peningkatan profesionditas pelayanan kepada
masyarakat,hal ini diketahui dengan adanya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai
amanat Kebijakan Qanun tersebut dalam meningkatkan mutu profesionalitas
pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalitas pelayanan tidak terlepas dari pelayanan, salah satunya adaah
pelayanan administrasi, pelayanan administrasi di Kampung Nunang Antara meliputi
surat kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), surat kematian,
surat izin usaha, surat perpindahan penduduk, surat keterangan pembuatan KTP baru
dan surat-surat keterangan lainnya. Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi
ini, Pemerintah Kampung telah berupaya meningkatkan profesionalitas pelayanan
kepada masyarakat dengan bekerja sama Reje Kampung, perangkat kampung sampai

kepada penghulu (dusun) guna meningkatkan sarana dan prasarana penunjang
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pemerintahan dan dalam penyelenggaraannya terdapat kendala dan hambatan seperti
kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Dadam ha ini sarana dan prasarana penunjang pemerintahan sangat perlu
untuk kelancaran profesionditas pelayanan khususnya terhadgp pelayanan
administrasi, maka Pemerintah Kampung setigp tahunnya menambah Sarana dan
penunjang pemerintahan melalui dana aokasi dan Kampung (ADK), karena sarana
dan prasarana penunjang pemerintahan sangat mempengaruhi dalam meningkatkan
profesiondlitas pelayanan dan dalam Kebijakan Qanun disebutkan pemerintah
kampung di tuntut untuk meningkatkan kualitas pel ayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan prasarana penunjang pemerintahan di Kampung
Nunang Antara sudah dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat
dan terbukti adanya peningkatan di setigp bulannya guna terciptanya mutu pelayanan
kepada masyarakat dan terwujudnya kesegjahtaraan masyarakat Kampung Nunang

Antara.

1. Deskiripsi Narasumber

Berdasarkan hasil wawancara langsung dilapangan peneliti  kepada
narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data — data yang berhubungan erat dengan
karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Selain itu data
primer penelitian berupa jawaban — jawaban atas pernyataan yang digjukan kepada

narasumber terkait dengan ganun nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan
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kampung juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan
pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber
pengumpul data penelitian ini selanjutnya disgjikan secara sistematis sebagaimana
penjelasan — penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Menurut JenisK elamin

Narasumber dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang
berjenis kelamin laki — laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan
sebagai berikut :

TABEL 3.1

DISTRIBUS NARASUMBER MENURUT JENISKELAMIN

No. | JenisKelamain Frekuensi persentase
1 Laki — laki 4 715%
2 perempuan 2 285%

jumlah 6 100 %

Sumber : Data wawancara tahun 2017
Berdasarkan table 3.1 tersebut bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis
kelamin laki — laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 71. 5 %, sedangkan jenis

kelamin perempuan frekuens 2 orang atau 28.5 %.
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b. Distribusi Narasumber Menurut Umur
Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokan menjadi 3
kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 — 39 tahun, umur 40 — 49 tahun ,
dan umur 50 — 59 tahun. Pada table 3.2 akan dijelaskan frekuensi dan persentase
masing — masing katagori umur sebagai berikut :
TABEL 3.2

DISTRIBUS NARASUMBER MENURUT UMUR

No Umur Frekuens Persentase
1 30-39 Tahun 2 3B1%
2 40— 49 Tahun 2 33.1%
3 50—59 Tahun 2 331 %

6 100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

c. Distribusi Narasumber Menur ut Pekerjaan
setigp orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecudi pada
pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribus pekerjaan narasumber
maka akan dikelompakan menjadi 3 katagori yaitu pegawal negri sipil, pegawai
honorer, dan wiraswasta. Pada tabel akan dijelaskan frekuensi untuk masing — masing

katagori sebagal berikut.
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TABEL 3.3

DISTRIBUS NARASUMBER MENURUT PEKERJAAN

No Pekerjaan Frekuensi Persentase
1 | Pegawai Negri Sipil 4 50 %
2 Pegawa Honorer 1 25%
3 Wiraswasta 1 25%
Jumlah 6 100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017
2. Diskrips Hasil Wawancara
1. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

Tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan adalah peningkatan
profesionalitas pelayanan reje kampung dan pemerataan pembangunan infrastruktur
lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara penelitian kepada Bagpak Sutarman selaku
Ree (kepala desa) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 februari 2017
pukul 10.30 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara, dalam pelaksanaan Qanun
Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintah Kampung dirasa sudah berjaan dengan baik
sesual dengan amanat Qanun tersebut sesua dengan visi dan misi Pemerintah
Kampung dalam penerepan Kebijakan Qanun Pemerintah Kampung yaitu:

a) Melanjutkan peningkatan kualitas syariat Islam.
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b) Melanjutkan pemantgpan sarana dan prasarana  penunjang
pemerintahan

c) Melanjutkan peningkatan profesionditas pelayanan publik dan
pemerataan pembangunan infrastruktur lainnya

Disamping itu penerapan Kebijakan Qanun sudah jauh pada tingkat
peningkatan kuaitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaanya ada
beberapa kenda a dan hambatan seperti masyarakat belum sepenuhnya mengerti akan
ha-ha yang dilarang maupun ha-ha yang tidak dilarang dan kedepannya agar
pel aksanaan Kebijakan Qanun ini lebih baik lagi ialah di perlukannya peningkatan di
semua bidang.

Selain itu menurut bapak Hasmadi Selaku Banta (seketaris) Kampung
Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 februari 2017 pukul 11.00 di Kantor Reje
Kampung Nunang Antara, menyatakan bahwa pelaksanaan Qanun tersebut dinilai
cukup baik karena telah sesuai dengan amanat Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang
Pemerintahan Kampung tersebut meskipun terlihat dilapangan ada beberapa kendala.
Yang menjadi vis misi Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pemerintahan
sama seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Reje Kampung Simpang Empat yaitu :

a) Melanjutkan peningkatan kualitas syariat islam.

b) Melanjutkan pemantgpan sarana dan prasarana penunjang
pemerintahan.

c) Meanjutkan peningkatan profesionalitas pelayanan publik dan

pemerataan pembangunan infrastruktur lainnya.
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Dilihat dara penergpan Qanun tentang Pemerintahan Kampung ini dinilai
sudah berjalan dalam jangka meningkatkan profesionalitas masyarakat, peningkatan
profesionalitas pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan serata fasilitas yang
dimiliki masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat. Dari beberapa waktu kebelakang tidak ada kendala yang besar dalam
penergpan Qanun ini, adgpun yang mejadi kendaa yang menghambat, hanya
sebagian kecil sgja yaitu dalam hal peningkatan kualitas syariat isam dan yang
hasilnya masih bisa ditangani di tingkat kampung, tidak sampai ketingkat mukim.
Dan yang menjadi saran dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun ini agar kedepannya
kesgjahtraan para penyelenggara Pemerintah Kampung bisa lebih dipertimbangkan
lagi.

Menurut Ibu Heny Maria SE selaku masyarakat Kampung Nunang Antara
yang di wawancarai pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 14.00, menyatakan
bahwa pelaksanaan Kebijakan Qanun dinilai baik, namun masih belum maksimal.
Menurut beliau sejak diterapkannya Kebijkan Qanun pelayanan publik jadi lebih baik
dibandingkan sebelum di terapkannya Qanun tersebut. Saran beliau adaah agar
pemerintah Kampung lebih baik lagi, agar kedepan pelayanan publik bisa lebih
ditingkatkan lagi dan perangkat kampung dilibatkan dalam aktifitas di kampung.

Selain itu hasil wawancara peneliti terhadap bapak Agusfian selaku
masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari kamis tanggal 16 februari 2017
pukul 15.00 , menyatakan bahwa pel aksanaan Kebijakan Qanun yang diterapkan oleh

Pemerintah Kampung dinilai baik, akan tetapi aangkah baiknya jika ada pembenahan
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di Kampung Nunang Antara ini agar masyarakat dapat memahami apa sga kebijakan
yang berjalan dalam kampung ini. Sgauh ini penerapan dinilai belum sempurna
karena adanya perubahan kebijakan kampung oleh aparat kampung yang baru,
perbedaan yang dirasakan yang sekarang sudah ada tapi kurangnya informasi kepada
masyarakat, saran beliau kedepan yang terpenting adalah miningkatkan kualitas
pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sumarni Spd selaku masyarakat
Nunang Antara pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 16.00 yang menyatakan
bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun tentang Pemerintahan Kampung oleh
aparatur yang melaksanakan tugas sebagai Pemerintah Kampung dinilainya sudah
baik, penerapan Kebijkan Qanun ini sudah baik dan beliau sangat berharap agar
kedepan bisa lebih baik lagi. Perbedaan yang dirasekan setelah diterapkannya
Kebijakan Qanun ini ada, dan saran untuk Pemerintah Kampung kedepan iaah
penyampaian informasi kepada masyarakat bisalebih jelas lagi agar masyarakat tidak
salah jaan, meningkatkan profesionditas pelayanan lebih ditingkatkan lagi agar
semua segi pemerintahan berjalan dengan baik.

Adapun pengutipan hasil wawancara peneliti kepada bapak Arifin SKes
Selaku warga masyarakat Nunang Antara pada hari kamis tanggal 16 februari 2017
pukul 20.00 , menyatak pelaksanaan Kebijakan Qanun tersebut sgjauh ini sudah
tahap peningkatan kua an bahwaitas pelayanan atau dalam pembenahan pemberian
pelayanan publik. Adapapun perbedaan yang dirasakan sekarang ialah hampir semua

aturan yang berlaku berlandasan atas adat istiadat dan adanya peningkatan dalam
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Pemerintahan Kampung, dan saran yang disampakan idah agar kualitas pelayanan
publik terhadep masyarakat dapat ditingkatkan lagi karena sebaga aparatur
pemerintahan kampung sudah sewajibnnya memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat agar terwujudnya kesejahtraan masyarakat.

2. Adanya perubahan keputusan yang mengarah ke masyarakat

Keputusan yang mengarah ke perubahan yang terjadi di masyarakat adalah
meningkatnya kepercayaan terhadap reje kampung walaupun mash ada sebagian

masyarakat yang masih kurang pecaya terhadapat pemerintahan kampung

Berdasarkan hasil wawancara penelitian terhadap Bapak Sutarman selaku
Ree (kepaladesa) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 februari 2017
pukul 10.30 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara, menyatakan keputusan yang
mengarah keperubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik, mengingat
Kampung Nunang Antara mendapat prestas dari Pemerintah Kabupaten dalam
meningkatkan perubahan — perubahan yang terjadi untuk masyarakat salah satunya
perubahan pelayanan administrasinya. Prosedur dalam pelayanan administrasi dengan
langsung menemui banta (seketaris) dan menyampaikan keperluan. Upaya yang
dilakukan dalam meningkatkan perubahan untuk masyarakat salah satunya pelayanan
administrasi, pemerintah memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat
dan meningkatkan kualitas SDM perangkat pemerintahan kampung dan juga dengan

meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi, dan yang
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menjadi kendala dalam memberikan perubahan tersebut kepada masyarakat adaah
kurangnya SDM dalam hal ini. Saran untuk peningkatan kualitas pelayanan
kedepannya agar sarana dan prasarana penunjang pemerintahan bisa lebih memadai

lagi dan kualitas SDM juga bisalebih baik lagi.

Selain itu menurut bgpak Hasmadi Selaku Banta (seketaris) Kampung
Nunang Antara pada hari rabu tangga 15 februari 2017 pukul 11.00 di Kantor Reje
Kampung Nunang Antara, menyatakan bahwa keputusan yang mengarah
keperubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik. Prosedur dalam
pemberian perubshan sadah satunya pelayanan administrasi dengan langsung
menemui Banta (seketaris). Upaya dalam meningkatkan keperubahan terhadap
masyarakat salah satunya kualitas pelayanan administrasi ialah adanya kerja sama
yang baik Reje maupun perangkat kampung sampai ketingkat pengulu (dusun) dan
kerja sama TNI/POLRI, dan sejauh ini upaya peningkatan pelayanan administrasi
dengan sudah adanya penunjang pelayanan administrasi yang bisa dikatakan
memadal tetgpi masih ada sedikit kekurangan juga kendaa yang dirasakan belum
ada. Saran untuk peningkatan kualitas pelayanan kedepannya dengan lebih
meningkatkan kesgjahteraan perangkat kampung meningkat besarnya tanggung

jawab perangkat kampung dalam pel aksanaan tugasnya.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Heny Maria SE selaku
masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 14.00,

menyatakan bahwa keputusan yang mengarah keperubahan kepada masyarakat saat
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ini sudah cukup baik, begitu juga upaya yang dilakukan sudah adanya fasilitas dan
pengurusan surat-surat bisa menjadi lebih cepat lebih baik dari sebelumnya. Adapun
kendala dan hambatan dalam pengurusan surat — surat ialah managemen waktu yang
begitu kurang maksima dan pengesahan surat yang kurang tepat waktu. Saran
kedepannya untuk peningkatan kualitas pelayanan agar kedepan jam kerja lebih di

maksimalkan lagi dengan aturan yang ada.

Lain halnya dengan hasil wawancara peneliti terhadap bapak Agusfian selaku
masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari kamis tanggal 16 februari 2017 pukul
15.00 , yang menyatakan bahwa keputusan yang mengarah keperubahan kepada
masyarakat saat ini sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan kembali agar
lebih baik, upaya yang dilakukan pemerintahan kampung dalam meningkatkan
keputusan yang mengarah ke perubshan salah satunya perubahan pelayanan
administrasi adalah dengan adanya pendekatan — pendekatan kepada masyarakat dan
tidak mengharapkan imbaan atau insentif. Dan yang menjadi kendala dan hambatan
dalam pengurusan surat — surat ialah kurangnya tenaga pekerja dibidang operator
komputer pada pelayanan kepada masyarakat sehingga terkadang pembuatan surat —

surat menjadi tertunda. Saran kedepannya hanya agar kedepan bisalebih baik lagi.

Ha yang senada juga dinyatakan oleh ibu Sumarni Spd selaku masyarakat
Nunang Antara pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 16.00, yang menyatakan
bahwa keputusan yang mengarah keperubahan kepada masyarakat saat ini sudah

cukup baik, upaya yang dilakukan pemerintah kampung daam meningkatkan
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perubahan salah satunya pelayanan administrasi adaah mengaak masyarakat
berkerja sama dalam semua bidang, melayanani masyarakat dengan ramah tamah,
menjelaskan kepada masyarakat agar apa yang masyarakat butuhkan berjalan dengan
lancar serta tidak mengharapkan imbalan sekecil apapun karena aparatur perangkat
kampung dituntut untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan tulus ikhlas.
Y ang menjadi kendala dan hambatan dalam pengurusan surat — surat dan kurangnya
SDM gparatur kampung. Saran kedepannya adalah penambahan operator komputer
pada kantor Reje kampung Nunang Antaraini agar kedepan bisalebih baik lagi dari

sekarang dan masyarakatpun merasa puas dengan pelayanan yang baik dan benar.

Menurut bapak Arifin SKKes Selaku warga masyarakat Nunang Antara pada
hari kamis tanggal 16 februari 2017 pukul 20.00, menyatakan bahwa keputusan yang
mengarah keperubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik tetapi akan lebih
bak ditingkan lagi. Upaya yang di lakukan adalah telah menambah sarana dan
prasarana penunjang pemerintahan kampung walaupun belum sampai 90 %. Kendala
dan hambatan yang kerap terjadi dalam pengurusan surat — surat di kantor Reje
Kampung Nunang Antara ialah kurangnya SDM aparatur pemerintahan yang
berakibat kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan juga
sering memakan waktu yang lama. Sarannya adalah kualitas SDM yang perlu di

tingkatkan lagi guna meningkatkan kualitas pelayanannya.
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3. Adanya prosedur kerja untuk melaksanakan satu kebijakan.

Suatu kegiatan untuk pelaksanaan berdasarkan ganun nomor 4 tentang

pemerintahan kampung adalah dengan terlaksananya prosedur kerja

Adapun prosedur kerja pemerintahan kampung adaah

1. melaksanakan kordinasi antar sarak opat, yang dilakukan oleh Reje,
Imen, Petue, dan Rakyat Gengp Mupakat, agar prosedur tersebut
terlaksana.

2. Kerjasamayang terkait dengan pel aksanaan prosedur.

3. Melakukan pengawasan terhadap masing — masing program, yang

dilakukan oleh Rakyat Genagp Mupakat (RGM).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian terhadap Bapak Sutarman selaku
Ree (kepaladesa) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 februari 2017
pukul 10.30 di Kantor Regje Kampung Nunang Antara, menyatakan bahwa prosedur
kerja untuk melaksankan suatu kebijakan sekarang ini dinilai sudah baik, dilihat dari
kelengkapan yang dimiliki kantor Reje Kampung Nunang Antara sudah sesuai
prosedur ,waaupun hanya sga mash ada sarana dan prasarana yang kurang
memadai, yaitu komputer hanya 1 unit sehingga masyarakat yang berurusan
menimbulkan keantrian, belom adanya pondok bersdin (polindes) , balai taman
pendidikan Al — Qur an (TPA) masih menggunakan bangunan masjid, kendraan dinas

Ree yang dirasa tidak layak, sehingga dampak sarana prasarana tersebut dirasakan



58

oleh masyarakat dan prosedur ini sudah dilakukan kerja sama antara sarak opat dan
pemerintahan. Dalam upayaini ada juga masyarakat yang mengetahui melalui rapat —
rgpat interna yang melibatkan sebahagian masyarakat. Jika ada masalah yang

dilakukan masyarakat maka RGM (Rakyat Genap Mupakat) akan memprosesnnya.

Ha yang hampir sama juga dinyatakan oleh Bapak Hasmadi Selaku Banta
(seketaris) Kampung Nunang Antara padahari rabu tanggal 15 februari 2017 pukul
11.00 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara, menyatakan bahwa prosedur kerja
untuk melaksanakan suatu kebijakan sekarang ini dinilai sudah baik karena sudah
sudah sesuai prosedur. Upaya yang dilakukan pemerintahan kampung agar
masyarakat mengetahui prosedur tersebut sudah berjalan dengan bak. Dan
masyarakat sudah banyak mengetahui tentang prosedur pelayanan profesionalitas
melalui sosidisasi. Serta jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka
akan diproses oleh RGM tersebut, agar proses pelayanan tersebut sesua prosedur dan

berjalan dengan baik dan maksimal.

Menurut hasl wawancara yang diperoleh dari Ibu Heny Maria SE selaku
masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 14.00,
menyatakan bahwa Prosedur itu sudah di jalankan pemerintahan kampung. dan
Prosedur profesionalitas pelayanan sudah banyak di ketahui masyarakat walaupun
ada yang tidak mengetahuinya. Masyarakat mengetahuinya melalui pendekatan —
pendekatan yang dilakukan oleh pemerintahan kampung tersebut. Jika masyarakat

melakukan pelanggaran maka akan diserahkan ke RGM tersebut.
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Selain itu hasil wawancara terhadap bapak Agusfian selaku masyarakat
Kampung Nunang Antara pada hari kamis tanggal 16 februari 2017 pukul 15.00,
menyatakan bahwa prosedur yang dijalankan saat ini masih kurang berjalan dengan
baik dan perlu ditingkatkan lagi, sebagian prosedur ini banyak masyarakat yang tidak
mengetahui, karna sebahagian masyarakat masih kurangnya medapat informasi —
informasi dari pemerintehan kampung. Dan yang menjadi kendala kuranganya
pemberitahuan — pemberitahuan terhadap masyarakat tentang prosedur yang di

jalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sumarni Spd selaku masyarakat
Nunang Antara pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 16.00, menyatakan bahwa
prosedur yang di jalankan sudah cukup baik, dan prosedur pelayanan yang dijalankan
sudah banyak masyarakat yang mengatahui walaupun tidak semua. Dengan adanya
informasi kepada masyarakat melalui alat komunikasi komputer dan yang lainnya
serta upaya yang dilakukan pemerintah kampung dalam meningkatkan prosedur

profesionalitas pelayanan. Dan saat ini pemerintah kampung sudah sesuai prosedur.

Ha senada juga dinyatakan bapak Arifin SKes Selaku warga masyarakat
Nunang Antara pada hari kamistanggal 16 februari 2017 pukul 20.00 dikediamannya.
prosedur yang di jalankan sudah cukup baik, untuk saat ini prosedur — prosedur kerja
yang di lakukan pemerintah kampung, sudah banyak masyarakat yang mengetahui.
Banyak dari mereka mengetahui ha tesebut dari mencari taunya sendiri dan

bersosidisasi terhadap pemerintah kampung itu sendiri. Walaupun sebagian tidak
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mau tau atas gpa yang terjadi di kampunnya sendiri. Kendala dan hambatan untuk
saat ini saya rasa tidak ada, karna menurut saya pemerintah kampung sudah bekerja

secaramaksimal.

Dengan dimikian dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dijaankan
pemerintah kampung sudah maksima dan sesuai dengan Nomor 4 yahun 2011

tentang pemerintah kampung yang dilaksanakan oleh rakyar gengp mupakat (RGM).

4. Adanya program —program kebijakan profesonalitas pelayanan.

Program — program kebijakan profesionalitas pelayanan adalah program yang
dibuat oleh pemerintah kampung saat ini yang sedang di jaankan secara

profesionalitas salah satunya pembangunan masjid dan perbaikan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian terhadap Bapak Sutarman selaku
Ree (kepaladesa) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 februari 2017
pukul 10.30 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara menyatakan bahwa untuk saat
ini program — program kebijakan profesionditas pelayanan sudah sangat bagus,
adapun program yang saat ini di jalankan adalah pembangunan masjid Al amin yang
dulunya hanya Meunasah (mushola). Dan sarana dan prasananya sudah cukup baik,
yang saat ini pembangunan tersebut masih berjalan . Sarana dan prasarana saat ini
sudah sedikit mencapal target , karna saat ini masjid tersebut sudah bisa digunakan

oleh masyarakat.
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Hal senadayang dikatakan bapak Hasmadi Selaku Banta (seketaris) Kampung
Nunang Antara pada hari rabu tangga 15 februari 2017 pukul 11.00 di Kantor Reje
Kampung Nunang Antara menyatakan bahwa program — program kebijakan
profesionalitas pelayanan saat ini sudah meningkat cukup baik, karna saat ini sudah
cukup banyak program yang di jalankan saah satunya pembagunan masjid dan
perbaikan jalan. Sarana dan prasarana pun sudah dilaksanakan kendatipun belum
sepenuhnya terlaksana. Target saat ini sarana dan prasarananya sudah berjalan karna
masih banyak masyarakat yang tidak mau partisipasi dalam melaksanakan program —

program yang di targetkan.

Selain itu hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Heny Maria SE selaku
masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 14.00 ,
menyatakan bahwa program — proram di kampung Nunang Antara untuk saat ini
sudah sedikit maksimal baik dari segi jalan dan bangunan, program di jalankan hanya
baru sekitas 60 — 70 % saja. Sarana dan prasarananya pel aksanaannya cukup lambat ,

semoga kedepannya pel aksanaan program mencapai target sepenuhnya.

Menurut bapak Agusfian selaku masyarakat Kampung Nunang Antara pada
hari kamis tanggal 16 februari 2017 pukul 15.00, menyatakan bahwa pelaksanan
profesionalitas pelayanan dikampung Nunang Antara masih perlu di tingkatkan lagi.
Karna banyak program yang dijalankan hanya setengah jalan sga Sarana yang

menunjang untuk saat ini masih sangat minim, Saat ini program belum sempurna
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karna banyak sarana dan prasarana yang masih kekurangan salah satunya banyak

jalan yang belubang.

Berdasarkan hasl wawancara dengan ibu Sumarni Spd selaku masyarakat
Nunang Antara pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 16.00, menyatakan bahwa
program- program yang meningkat kebijakan profesionalitas pelayanan pada saat ini
sudah berjaan dengan baik, banyak program yang meningkatkan profesionalitas
salah satunya untuk saat ini pembangunan masjid. Sarana dan prasarana saat ini

masih banyak kekuranganya, dan sarana prasarana saat ini masih berjalan.

Selain itu hasil wawancara peneliti kepada bapak Arifin S.Kes Selaku warga
masyarakat Nunang Antara pada hari kamis tanggal 16 februari 2017 pukul 20.00
menyatakan bahwa pelaksanaan program — program untuk meningkatkan
profesionalitas sudah berjalan dengan baik saah satunya pembangunan masjid dan
jalan raya. Program tersebut sudah berjalan sesual target hanya sga mash ada
kekuranganya. Sarana dan prasarana saat ini untuk menunjang program tersebut
sudah terlaksana. Sehingga target sarana prasarana tersebut tigp tahunya sudah jauh

meningkat, Semoga kedepannyatercapai.

Dengan dimikian dapat disimpulkan bahwa program untuk peningkatan
profesionalitas hanya masih difokuskan kepada pembangunan masjiid untuk
mempemudah masyarakat melakukan ibadah dan kegiatan ke agamaan lainnya

masyarakat
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B. Analisis hasil wawancara
1. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

Tujuan yang diikuti atau dilaksanakan merupakan suatu proses perencanaan
yang dibuat oleh pemerintahan kampung untuk mencgpa sasaran yang dapat di
implementasikan melalui program atau formulas kebijakan. Dalam penelitian ini
pelaksanaanya telah dijalankan sesua dengan peraturan daerah atau Qanun yang di

terapakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat dis mpulkan bahwa
pelaksanaan pemerintahan kampung yang profesional di desa Nunang antara
kecamatan bebesen kabupaten Aceh tengah masih kurang maksma hal itu di
sebabkan oleh masih minimnya sarana dan prasaran, dan SDM. Faktor yang
menyababkan kurangnya profesianalitas, karna kurangnya sosaliasasi pemerintah

tingkat dua dan anggaran yang sangat kurang.

Dengan ini 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak lansung

dalam mengimplementasi kan kebijakan publik:

- Communication (komunikasi). Daam pengimplementasikan di perlukanya
komunikasi baik antara sesama pemuat kebijakan maupun yang di tujukan

kebijakan.
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- Resources (sumber daya). Implementasi kebijekan tidak akan terlaksana
sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang
menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.

- Disposition (sikap implementor). Implementasi akan terlakasana dengan baik
jika pengimplementasikanya bersikap balk atau sungguh-sungguh dan penuh
rasa tanggung jawab dalam pel aksanaanya.

- Bireucratis (struktur birokras). Meskipun sumber daya telah tersedia,
implementor sudah tau gpa yang harus di lakasanakan masi di hadapkan

dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2. Adanya perubahan keputusan yang mengarah ke masyarakat

Setigp keputusan yang mengarah keputusan ke perubshan yang terjadi
kemasyarakat banyak minimbulkan pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif,
pengaruh positif yang dimaksud adalah pengaruh yang memang diharapkan akan
terjadi akibat sebuah kebijakan salah satunya pelayanan administrasinya. Sedangkan
pengaruh negatifnya adalah sebagal dampak yang tidak memberikan pengatahuan

tehadap masyakatnya sehingga banyak yang tidak mengetahuinnya.

Berdasakan wawancara yang diperoleh , maka dapat disimpulkan bahwa
kebijakan Qanun nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka
meningkatkan profesionalitas pelayan reje kampung bagi masyarakat sudah di

implementasikan. Keputusan yang mengarah ke perubahan yang terjadi untuk
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masyarakat sudah memeberikan fasilitas yang baik salah satunya pelayanan
administrasi. Dengan adanya pelayanan seperti ini masyarakat sudah sangat mudah
melakukan pelayanan administrasi secara profesional yang dilakukan reje kampung

dan pemerintahannya.

Terkait dengan pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa keputusan
yang mengarah keperubahan yang terjadi untuk masyarakat sudah cukup balk, karna
dapat membuat masyakat puas untuk pelayanannya salah satunya pelayanan
administrasinya. Akan tetapi belum sepenuhnya masyakat puas karna banyak yang
harus dibenahai oleh pemerintahan kampung salah satunya kendala hambatan dalam
pengurusan surat — surat ialah managemen waktu yang begitu kurang maksimal dan

pengesahan surat yang kurang tepat waktu.

3. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh suatu kebijakan

Berdasakan wawancara yang diperoleh , maka dapat disimpulkan bahwa
kebijakan Qanun nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka
meningkatkan profesionalitas pelayan reje kampung bagi masyarakat Setiap prosedur
kerja untu memperoleh suatu kebijakan sudah sesuai prosedur walaupun ada
sebagian kecil yang belum, tetapi sudah dijalankan secara profesionalitas dan banyak
masyarat yang mentahaui walau pun ada sebahagian yang tidak mau tahu menahu

soal prosedur kerjaini.
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Prosedur kerja dinilai sudah bak dilihat dari kelengkapan yang dimiliki
kantor Reje Kampung Nunang Antara sudah sesuai prosedur , dan prosedur ini sudah
dilakukan kerja sama antara sarak opat dan pemerintahan kampung terutama. Dalam
upaya ini ada juga masyarakat yang mengetahui melalui rgpat — rapat internal yang

melibatkan sebahagian masyarakat.

Terkait dengan pembahasan ini , penulis menyimpulkan bahwa intraksi
pemerintah kampung dengan masyakat tentang prosedur kerja sudah berjalan dengan
lancar , sehingga dampak dari prosedur kerjaini sudah nambah jelas walaupun hanya

masih berjalan , yang sebentar lagi akan mencepai target.

4. Adanya program — program kebijakan untuk profesionalitas pelayanan

Program yang dilaksanakan adalah suatu rencana yang sudah mempunyai
tujuan dan sudah sasaran kedepannya dari komitmen dalam sebuah organisas
pemerintahan kampung. Penerapan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan

peraturan daerah, akan tetapi masih belum mencapai target.

Adapun program kebijakan profesionditas pelayanan yang dilaksanakan
pemerintahan kampung saat ini adalah pembangun magid yang dulunya hanya
mushola agar masyarakat nyaman melakukan ibadah, dan namun saat ini sarana dan

prasaranamasih berjalan karna kurangnya dana.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah cukup puas karena program
yang di buat sudah dijalankan dengan profesionalitas walaupun masih belum selesai .
Target tahun 2020 magjid tersebut akan mencapa target. Pengimplementasian
kebijakan Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka
meningkatkan profesionalitas pelayanan reje kampung bagi masyarakat kampung
nunang antara berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dari kebijkan

tersebut.
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BABV

PENUTUP

A. simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat simpulkan : Kebijakan Qanun Nomor 4
Tentang Pemerintahan Kampung dalam rangka meningkatkan profesionalitas
pelayanan Rege Kampung bagi masyarakat Kampung Nunang Antara Kecamatan

Bebesen Kabupaten Aceh Tengah adaah sebagai berikut :

1. Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung dalan rangka meningkatkan profesionalaitas pelayanan
sudah diikuti dan terlaksana dengan baik.

2. Profesionalitas pelayanan Reje Kampung bagi masyarakat kampung
Nunang antara kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sudah
dapat mengarah pada perubahan tapi masih belum maksmal karna
dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM)

3. Profesionalitas Pelayanan Pemerintahan Kampung sudah terlakasna
karna adanya prosedur kerja oleh sarak opat yaitu reje, imem
kampung, petue dan rakyat genap mupakat (RGM) mereka sudah
melakukan kordinasi dengan baik.

4. Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan

Kampung sudah terimplemtasi karna program — program kebijakan
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profesionalitas pelayanan sudah terlaksana, namun belum maksimal
dikarenakan pembangunan yang belum merata yang disebabkan oleh
kurangnya SDM dan biaya anggran.

. Implementasi kebijkan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Pemerintahan Kampung terhadap pengaturan saran dan prasarana
penunjang pemerintahan sudah terlaksana dengan baik dengan adanya

peningkatan disetiap tahunnya.
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. Dalam penerapan Kebijakan perlunya ditingkatkan lagi sumber daya

manusia agar apa yang di atur dalam Kebijakan dapat terlaksana

dengan baik.

. Dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan, pemerintah

kampung harus lebih meningkatkan lagi kualitas sumber daya

manusia (SDM).

. Dalam prosedur kerja untuk memperoleh kebijakan, pemerintah

kampung agar lebih bisa mengatur sarana dan prasarana yang lebih
dibutuhkan masyarakat, seperti sarana dalam Kantor Reje lebih di
tingkatkan lagi.

Dalam pelaksanakan program — program kebijakan profesionalitas
pelayanan kedepan agar pemerintah kampung lebih terbuka dalam
melaksanakan program — program guna terciptanya kesejahtraan
masyarakat dan meningkatkan anggran — angaran yang kurang

selamaini.

. Kepada masyarakat Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen

apabila ada suatu program, masyarakat harus mendukung program

tersebut dan ikut partisipasi.
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Daftar wawancara penelitian skripsi

Judul : IMPLEMENTAS KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN

BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
Nama . Sutarman
Usia : 55 tahun
Jeniskelamin : Laki —laki
Pekerjaan : Ree(kepala desa)
Alamat : Kampung Nunang Antara
Agama : Islam
A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

1. Bagaimanaupaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?

2. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?

3. Apakah Kkinerja pegawa terhadapat pelayanan sudah dilaksanakan dengan
baik?

4. Apasgayang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?



B. Adanya perubahan keputusan yang mengar ah ke masyarakat.

1.

3.

Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionalitas di kampung
Nunang antaraini ?

Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan
admistrasi bagi masyarakat?

Apakah upaya Reje Kampung untuk meningkatan profesionalitas pelayanan
itu sudah dilakukan?

Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas

profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

Bagaimanaprosedur itu di jalankan ?

Apakah prosedur profesionalitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?
Bagaimana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan
tersebut?

Apayang menjadi kendala dan hambatan pel akasanaan pelayanan tersebut?

D. Adanya program — program kebijakan profesionalitas pelayanan.

1. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan

program yang di jalankan ?



. Apa yang menjadi vis dan misi pemerintah kampung dalam penerepan
kebijakan Qanun pemerintahan kampung?

. Sudah sgjauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini
dijadankan?

. Dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang
menjadi kendaladan hambatan dalam penerapannya?

. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar lebih baik lagi?



JAWABAN

A.

. pelaksanaan Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintah Kampung dirasa

sudah berjalan dengan baik.

. Ya,(1) karnasudah melanjutkan peningkatan kuditas syariat Islam.

(2) Melanjutkan pemantapan sarana dan prasarana  penunjang
pemerintahan
(3) Melanjutkan peningkatan profesionalitas pelayanan publik dan

pemerataan pembangunan infrastruktur lainnya

3. Dalam penerepannya sudah pada tingkat penigkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat.

4. Daam pelaksanaanya ada beberapa kendala dan hambatan seperti masyarakat

belum sepenuhnya mengerti akan hal-hal yang dilarang maupun hal-hal yang

tidak dilarang.

menyatakan keputusan profesionalitas yang mengarah keperubahan kepada

masyarakat saat ini sudah cukup baik

. meningkatkan perubahan — perubahan yang terjadi untuk masyarakat salah

satunya perubahan pelayanan administrasinya.



. lya karna pemerintah sudah memberikan pelayanan secara maksimal kepada
masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM perangkat pemerintahan
kampung dan juga dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang
pelayanan administrasi.

. kurangnya SDM dalam hdl ini.

. Sudah, dilihat dari kelengkapan yang dimiliki kantor Reje Kampung Nunang

Antara sudah sesuai prosedur.

. Sudah.

. Dalam upaya ini ada juga masyarakat yang mengetahui melalui rapat — rapat

internal yang melibatkan sebahagian masyarakat.

. Kendalasudah mulai membaik.

. Sudah , karna program — program kebijakan profesionalitas pelayanan sudah
sangat bagus,

. Saat ini masih fokus ke pembangunan masjid

. Program — program kebijakan profesionalitas pelayanan sudah sangat bagus.

. Hambatannya tidak ada.

. Sarana dan prasarannya sudah hampir terlaksana



Daftar wawancara penelitian skripsi

Judul : IMPLEMENTAS KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN

BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
Nama : Hasmadi
Usia : 53 tahun
Jeniskelamin : Laki —laki
Pekerjaan : Banta (kepala desa)
Alamat : Kampung Nunang Antara
Agama : Islam
A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

5. Bagaimana upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?

6. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?

7. Apakah Kkinerja pegawa terhadapat pelayanan sudah dilaksanakan dengan
baik?

8. Apasgjayang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?



B. Adanya perubahan keputusan yang mengar ah ke masyarakat.

5.

7.

Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionalitas di kampung
Nunang antaraini ?

Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan
admistrasi bagi masyarakat?

Apakah upaya Rege Kampung untuk meningkatan profesionalitas pelayanan
itu sudah dilakukan?

Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas

profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

Bagaimanaprosedur itu di jalankan ?

Apakah prosedur profesionalitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?
Bagaimana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan
tersebut?

Apayang menjadi kendala dan hambatan pel akasanaan pelayanan tersebut?

D. Adanya program — program kebijakan profesionalitas pelayanan.

6. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan

program yang di jalankan ?



7. Apa yang menjadi vis dan misi pemerintah kampung dalam penerepan
kebijakan Qanun pemerintahan kampung?

8. Sudah sgjauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini
dijadankan?

9. Daam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang
menjadi kendaladan hambatan dalam penerapannya?

10. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar |ebih baik lagi?



JAWABAN

A.

. Pelaksanaan Qanun tersebut dinilai cukup baik karena telah sesua dengan

amanat Qanun Nomor 4 tahun 2011.

. Dilihat dara penerapan Qanun tentang Pemerintahan Kampung ini dinila

sudah berjalan dalam jangka meningkatkan profesionalitas masyarakat.

. Baik.

. Dari beberapa waktu kebelakang tidak ada kendala yang besar dalam

penerapan Qanun ini

. Menyatakan keputusan yang mengarah keperubahan kepada masyarakat saat

ini sudah cukup baik.

. Mendapat prestass dari Pemerintah  Kabupaten dalam meningkatkan

perubahan — perubahan yang terjadi untuk masyarakat salah satunya

perubahan pelayanan administrasinya

. Sudah.

. Kendala dalam memberikan perubahan tersebut kepada masyarakat adaah

kurangnya SDM dalam hdl ini.



. Prosedur kerja untuk melaksanakan suatu kebijakan sekarang ini dinila

sudah baik karena sudah sudah sesuai prosedur.

. Sudah

. Mengetahui tentang prosedur pelayanan profesionalitas melalui sosialisasi.

. Kendalanya hanaya sedikit.

. Sudah, karna peningkatan cukup membaik.
. Saat ini hanaya menjalani program pembangunan masjid saja.
. Sudah berjalan dengan baik.

. Saranya agar lebih maju lagi.
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Judul : IMPLEMENTAS KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN

BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
Nama : Heny Maria SE
Usia : 45 tahun
Jeniskelamin : perempuan
Pekerjaan  : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Kampung Nunang Antara
Agama : Islam
A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

9. Bagamana upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?

10. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?

11. Apakah kinerja pegawa terhadapat pelayanan sudah dilaksanakan dengan
baik?

12. Apasaja yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?



B. Adanya keputusan perubahan yang terjadi untuk masyarakat.

9. Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionalitas di kampung
Nunang antaraini ?

10. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan
admistrasi bagi masyarakat?

11. Apakah upaya Reje Kampung untuk meningkatan profesionalitas pelayanan
itu sudah dilakukan?

12. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas

profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

9. Bagamanaprosedur itu di jalankan ?

10. Apakah prosedur profesionalitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?

11. Bagamana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan
tersebut?

12. Apa yang menjadi kendala dan hambatan pel akasanaan pel ayanan tersebut?

D. Adanya program — program kebijakan profesionalitas pelayanan.

11. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan

program yang di jalankan ?



12. Apa yang menjadi visi dan misi pemerintah kampung dalam penerepan
kebijakan Qanun pemerintahan kampung?

13. Sudah sgjauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini
dijadankan?

14. Daam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang
menjadi kendaladan hambatan dalam penerapannya?

15. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar lebih baik lagi?



JAWABAN

A.

. Qanun pelayanan publik jadi lebih baik dibandingkan sebelum di terapkannya

Qanun tersebut.

. Sudah walaupun masih berjalan.
. lya, baik.

. Kendalanya hanya sedekit.

. Keputusan yang mengarah keperubahan kepada masyarakat saat ini sudah

cukup baik.

. Upaya yang dilakukan sudah adanya fasilitas dan pengurusan surat-surat bisa

menjadi lebih cepat lebih baik dari sebelumnya

. lyasudah.

. Managemen waktu yang begitu kurang maksimal dan pengesahan surat yang

kurang tepat waktu.

. Prosedur itu sudah di jalankan pemerintahan kampung.

. Prosedur profesionalitas pelayanan sudah banyak di ketahui masyarakat

walaupun ada yang tidak mengetahuinya.



. Melalui sosidisasi dari pemerintahan kampung.

. Tidak ada.

. Program — proram di kampung Nunang Antara untuk saat ini sudah sedikit
maksimal baik dari segi jalan dan bangunan.

. Saat ini hanya pembangunan masjid

. Sudah sangat bagus pembangunan saat ini.

. Sarana dan prasarananya pelaksanaannya cukup lambat

. Agar pemerintah lebih baik lagi.



Daftar wawancara penelitian skripsi

Judul : IMPLEMENTAS KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN

BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
Nama : Agusfian
Usia : 38 tahun
Jeniskelamin : Laki —laki
Pekerjaan  : wiraswasta
Alamat : Kampung Nunang Antara
Agama : Islam
A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

13. Bagaimana upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?

14. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?

15. Apakah kinerja pegawa terhadapat pelayanan sudah dilaksanakan dengan
baik?

16. Apasaja yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?



B. Adanya perubahan keputusan yang mengar ah ke masyarakat.

13.Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionditas di kampung
Nunang antaraini ?

14. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan
admistrasi bagi masyarakat?

15. Apakah upaya Reje Kampung untuk meningkatan profesionalitas pelayanan
itu sudah dilakukan?

16. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas

profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

13. Bagaimana prosedur itu di jalankan ?

14. Apakah prosedur profesionaitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?

15. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan
tersebut?

16. Apa yang menjadi kendala dan hambatan pel akasanaan pel ayanan tersebut?

D. Adanya program — program kebijakan profesionalitas pelayanan.

16. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan

program yang di jalankan ?



17. Apa yang menjadi visi dan misi pemerintah kampung dalam penerepan
kebijakan Qanun pemerintahan kampung?

18. Sudah sgjauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini
dijadankan?

19. Daam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang
menjadi kendaladan hambatan dalam penerapannya?

20. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar |ebih baik lagi?



JAWABAN

A.

. Pelaksanaan Kebijakan Qanun yang diterapkan oleh Pemerintah Kampung

dinilai baik.

. Sudah

. Alangkah baiknya jika ada pembenahan di Kampung Nunang Antara ini agar

masyarakat dapat memahami agpa saa kebijakan yang berjalan dalam

kampung ini.

. kedepan yang terpenting adalah miningkatkan kualitas pelayanan terhadap

masyarakat.

. Kedepan yang terpenting adalah miningkatkan kualitas pelayanan terhadap

masyarakat.

. Bahwa keputusan yang mengarah keperubahan kepada masyarakat saat ini

sudah cukup baik.

. Perlu ditingkatkan kembali agar lebih baik.

. Dengan adanya pendekatan — pendekatan kepada masyarakat dan tidak

mengharapkan imbalan atau insentif.

. Dalam pengurusan surat — surat ialah kurangnya tenaga pekerja dibidang

operator komputer pada pel ayanan.



. Bahwa prosedur yang dijalankan saat ini masih kurang berjalan dengan baik
dan perlu ditingkatkan lagi.

. Hanya sedikit.

. Melalui rapat — rapat antara masyarakat dan pemerintah.

. Kendaakurangnyakordinasi antar masyarakat.

. lya, perlu ditingkatkan lagi.

. Saat ini hanya pembangunan masjid sgjayg terlihat.
. Sudah hampir terlaksana.

. Krangnya apriasi warga.

. Agar menjadi lebih baik lagi.



Daftar wawancara penelitian skripsi

Judul : IMPLEMENTAS KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN

BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
Nama : Sumarni Spd
Usia : 28 tahun
Jeniskelamin : Perempuan
Pekerjaan  : Guru Swasta
Alamat : Kampung Nunang Antara
Agama : Islam
A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

17. Bagaimana upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?

18. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?

19. Apakah kinerja pegawa terhadapat pelayanan sudah dilaksanakan dengan
baik?

20. Apasaja yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?



B. Adanya perubahan keputusan yang mengar ah ke masyarakat.

17.Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionditas di kampung
Nunang antaraini ?

18. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan
admistrasi bagi masyarakat?

19. Apakah upaya Reje Kampung untuk meningkatan profesionalitas pelayanan
itu sudah dilakukan?

20. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas

profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

17. Bagaimanaprosedur itu di jalankan ?

18. Apakah prosedur profesionalitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?

19. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan
tersebut?

20. Apa yang menjadi kendala dan hambatan pel akasanaan pel ayanan tersebut?

D. Adanya program — program kebijakan profesionalitas pelayanan.

21. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan

program yang di jalankan ?



22. Apa yang menjadi vis dan misi pemerintah kampung dalam penerepan
kebijakan Qanun pemerintahan kampung?

23. Sudah sgjauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini
dijadankan?

24. Dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang
menjadi kendaladan hambatan dalam penerapannya?

25. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar |ebih baik lagi?



JAWABAN

A.

. Pemerintah Kampung dinilainya sudah baik.
. Sudah lumayan.
. lya, sudah.

. Kranagnyasosialisasi.

. Bahwa keputusan yang mengarah keperubahan kepada masyarakat saat ini

sudah cukup baik.

. Mengajak masyarakat berkerja sama dalam semua bidang.

. Menjelaskan kepada masyarakat agar apa yang masyarakat butuhkan berjalan

dengan lancar.

. Kurangnya SDM aparatur kampung.

. Prosedur yang di jalankan sudah cukup baik.

. Prosedur pelayanan yang dijalankan sudah banyak masyarakat yang

mengatahui walaupun tidak semua

. Melalui rapat — rapat .

. Saat ini tidak masalah.



. Sudah berjalan dengan baik.
. Meningkatkan profesionditas saah satunya untuk saat ini pembangunan
magjid.

. Sudah bagus.

. Tidak ada

. Agarakedepannyalebi baik lagi.



Daftar wawancara penelitian skripsi

Judul : IMPLEMENTAS KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN

BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
Nama . Arifin Skes
Usia . 44 tahun
Jeniskelamin : Laki —laki
Pekerjaan  : dosen
Alamat : Kampung Nunang Antara
Agama : Islam
A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

21. Bagaimana upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?

22. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?

23. Apakah kinerja pegawa terhadapat pelayanan sudah dilaksanakan dengan
baik?

24. Apasaja yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?



B. Adanya perubahan keputusan yang mengar ah ke masyarakat.

21. Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionalitas di kampung
Nunang antaraini ?

22. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan
admistrasi bagi masyarakat?

23. Apakah upaya Reje Kampung untuk meningkatan profesionalitas pelayanan
itu sudah dilakukan?

24. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas

profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

21. Bagaimana prosedur itu di jalankan ?

22. Apakah prosedur profesionalitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?

23. Bagamana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan
tersebut?

24. Apayang menjadi kendala dan hambatan pel akasanaan pelayanan tersebut?

D. Adanya program — program kebijakan profesionalitas pelayanan.

26. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan

program yang di jalankan ?



27.Apa yang menjadi vis dan misi pemerintah kampung dalam penerepan
kebijakan Qanun pemerintahan kampung?

28. Sudah sgjauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini
dijadankan?

29. Dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang
menjadi kendaladan hambatan dalam penerapannya?

30. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar |ebih baik lagi?



JAWABAN

A.

. Sudah baik.
. Sudah.
. Yaasaat ini sudah dilakukan dengan bail.

. Kendalanya sayarasatidak ada.

. Bahwa keputusan yang mengarah keperubahan kepada masyarakat saat ini

sudah cukup baik.

. Upaya yang di lakukan adalah telah menambah sarana dan prasarana

penunjang pemerintahan kampung walaupun belum sampai 90 %.

. Sudah

. Kendalasaat saat ini sudah cukup baik.

. Prosedur yang di jalankan sudah cukup baik.
. Sudah banyak masyarakat yang mengetahui.
. Melalui rapat — rapat .

. Tidak ada.



. Yasudah.

. Saat ini hanya pembangunan saja

. Sudah hampir selesai target.

. Tidak ada.

. Semoga kedepannya lebih baik lagi.



